BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 735, 2016 KEMTAN. Kelapa Sawit. Peremajaan Perkebunan.

Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18/PERMENTAN/KB.330/5/2016
TENTANG

PEDOMAN PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa pembangunan perkebunan diselenggarakan
berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian,
kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan,
kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan,

kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

b. bahwa untuk mencapai pengembangan usaha
perkebunan kelapa sawit yang lebih efisien dan
berkelanjutan, salah satu upaya dilakukan melalui
peremajaan terhadap tanaman yang kurang produktif,
tua dan/atau rusak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pertanian  tentang Pedoman

Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5433);


http://www.peraturan.go.id

10.

11.

12.

13.

14.

15.

2016, No. 735

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5613);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang
Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
HGU, Hak Milik, Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5404);
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Menetapkan

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5580);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman
Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budi daya Kelapa
Sawit;

Keputusan Presiden 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.
140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha
Perkebunan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
131/Permentan/0T.140/12/2013 tentang Pedoman

Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) Yang Baik;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
11/Permentan/0T.140/3/2015 tentang Sistem
Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
(Indonesian Sustainable Palm Oil Certification
System/ISPO);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor

43/Permentan/0T.140/8/2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN
PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.
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Pasal 1
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam
pembinaan, pemberian pelayanan dan pengembangan Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit secara efisien dan berkelanjutan

melalui Peremajaan kebun kelapa sawit.

Pasal 2

Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:

a. teknik Peremajaan kelapa sawit, antara lain
pembukaan/pembersihan lahan, pengadaan benih,
penanaman, pemupukan dan pemeliharaan tanaman
kelapa sawit terintegrasi dapat dengan tanaman tumpang
sari untuk periode Tanaman Belum Menghasilkan (TBM);

b. pengembangan kelembagaan pekebun, antara lain
pelatihan tenaga pendamping dan pekebun, penguatan
organisasi, manajemen dan tata kelola Kelompok
Tani/Gabungan Kelompok Tani/Koperasi, peningkatan
kerjasama, dan kemitraan usaha; dan

c. unsur pendukung, antara lain pemetaan, Surat Tanda
Daftar Usaha Perkebunan untuk Budi daya (STD-B), surat
pernyataan pengelolaan lingkungan, sertifikasi lahan dan
sertifikasi ISPO bagi yang memenuhi syarat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan sesuai pedoman seperti
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
(1) Komponen Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
a. tenaga kerja;
b. infrastruktur; dan

C. bahan dan alat.
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